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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Setelah dilaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) selama 

5 minggu yang dimulai pada tanggal 03 Oktober – 05 November 2022 dapat 

disimpulkan bahwa hasil yang didapat selama kegiatan PKPA di Apotek 

Kimia Farma HR. Muhammad adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui tugas dan tanggung jawab apoteker dalam 

melaksanakan pekerjaan kefarmasian di apotek dan mampu berperan 

aktif dalam memberikan pelayanan kefarmasian kepada pasien. 

2. Mendapatkan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman mengenai 

pengelolaan obat dalam rangka menjalankan pekerjaan kefarmasian 

di apotek. 

3. Mendapatkan kesempatan untuk melihat, mempelajari dan 

mempraktekkan kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka 

pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek baik dari segi 

pelayanan kepada pasien maupun dari segi manajerial dalam 

menjalankan operasional apotek. 

4. Melaksanakan tugas, tanggung jawab dan kewajiban secara 

profesional, disiplin dan berwawasan luas dalam dunia kerja. 

5. Mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan 

dengan keadaan sebenarnya di lapangan, selain menumbuhkan rasa 

percaya diri, hal tersebut juga mampu meningkatkan soft skill dari 

seorang calon apoteker untuk melakukan interaksi dan memberikan 

pelayanan kefarmasian yang terbaik dengan berorientasi kepada 

kesembuhan pasien. 
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5.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan selama menempuh PKPA di Apotek 

Kimia Farma HR. Muhammad adalah sebagai berikut: 

1. Mahasiswa harus lebih membekali diri dengan ilmu pengetahuan 

tentang obat-obatan dan perundangan, ilmu komunikasi, serta 

kepercayaan diri yang tinggi sehingga dapat menjalankan tugas 

kefarmasian di apotek dengan lebih baik. 

2. Calon Apoteker hendaknya aktif dalam melaksanakan PKPA apotek, 

karena sangat banyak pengetahuan dan keterampilan yang tidak 

diajarkan di perkuliahan dan bisa diperoleh pada saat PKPA sehingga 

sangat berguna ketika sudah terjun di dunia kerja.  

3. Apotek Kimia farma HR. Muhammad disarankan dapat meningkatkan 

penggunaan Patient Medication Record (PMR) sebagai salah satu 

wujud pelayanan kepada pasien juga untuk menjalankan peran 

apoteker di masyarakat.  
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